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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan
ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah
Nasional (IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-
tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan
bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demi-
kian diharapkan masyarakat akan memperoleh serta dapat
menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyang-
kut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di
samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai
yang terungkap dari rangkaian peristiwa yang digambarkan
dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya karya Proyek IDSN ini
tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin
kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan
kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah
tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih
kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kri-
tik-kritik terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik-kritik
itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya
proyek ini di kemudian hari.



Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan
kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun
tidak langsung, dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN
ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan
terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962
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PENGANTAR

Buku Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pe-
desaan di Daerah Kalimantan Selatan adalah salah satu hasil pe-
laksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Ke-
budayaan Daerah (IDKD) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradi-
sional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 1981/1982. '

Buku ini memuat uraian tentang pelaksanaan Pelita dan
pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di dae-
rah Kalimantan Selatan terutama di bidang pemerintahan desa.

Penerbitan buku Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masya-
rakat Pedesaan di Daerah Kalimantan Selatan dimaksudkan
untuk melengkapi penerbitan Sejarah Pengaruh Pelita di berba-
gai daerah yang telah diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat mem-
perkaya khasanah dan memberikan informasi yang memadai
bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi
kajian selanjutnya.

Jakarta. Juli 1993
Pemimpin Proyek Inventansasi dan
Dokum i Sejarah i

Sri Sutjiatiningsih .
NIP. 130 422 397




PENGANTAR

Kalau kami perhitungkan sejak masih bernama Proyek Pe-
nelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) tahun
anggaran 1977/1981, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah (IDKD) telah beroperasi selama lima tahun.
Ini berarti telah 25 buah naskah dapat dihasilkan, yakni meli-
puti sejarah daeran, adat-istiadat daerah. geografi budaya dae-
rah, cerita rakyat daerah, ensiklopedi musik/tari daerah, dan -
permainan rakyat daeralh. Dapat dikatakan bahwa hampir se-
mua aspek kebudayaan telah diliputnya. Tidak kurang dari
Rp. 80.200.000,00 dana pembangunan sub sektor kebudayaan
yang diserapnya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya kami
hanya mendapat tugas membuat naskah sampai draft I, pada
tahun 1981/1982 ini kami dipercaya pula untuk menerbitkan
dua buah naskah di daerah Kalimantan Selatan sendiri. Naskah
yang diterbitkan itu adalah Cerita Rakyat dan Permainan Rak-
yat Daerah Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil Proyek
IDKD Kalimantan Selatan tahun 1980/1981.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa bobot Proyek IDKD
Kalimantan Selatan makin meningkat. Bukan hanya memberi-
kan masukan (input) bagi Proyek IDKD Pusat, tetapi juga mem-
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berikan keluaran (output) ke masyarakat. Penerbitan dua buah
naskah di atas dapat diartikan sebagai usaha memasyarakatkan
hasil pendokumentasian dan penginventarisasian hasil Proyek
IDKD Kalimantan Selatan, meskipun masih dalam ruang ling-
kup dan jangkauan terbatas. Masyarakat Kalimantan Selatan
khususnya sedikit demi sedikit akan mengetahui berbagai aspek
kebudayaan yang dimiliki daerahnya, sedangkan masyarakat
Indonesia akan diperkaya dengan keragaman kebudayaan dae-
rah, yang menjadi milik bangsanya.

Dengan melihat kenyataan yang menggembirakan di atas,
kami semakin menyadari bahwa Pemerintah Orde Baru benar-
benar berorientasi kepada pembangunan bangsa, termasuk sub
sektor kebudayaan. Pembangunan di bidang kebudayaan itu
sangat penting, sebab nilai budaya itu dapat memperkuat ke-
pribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan
nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional; karena itu
kebudayaan kita harus terus dibina atas dasar norma-norma Pan-
casila dan diarahkan kepada penerapan nilai-nilai yang tetap
mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-
nilai luhur.

Pada tempatnyalah kita berterima kasih kepada pemerintah

~ yang sangat menyadari arti dan fungsi kebudayaan nasional bagi
kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Dengan landasan

itulah penginventarisasian dan pendokumentasian kebudayaan

daerah dapat dirasakan. Tanpa inventarisasi dan dokumentasi

tak mungkin usaha pelestarian tercapai, sedangkan publikasi

pun memerlukan data dari inventarisasi dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan penginventarisasian dan pendokumen-
tasian itu kami banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.
Tanpa bantuan dan uluran tangan mereka, tugas yang dibeban-
kan kepada kami tak akan mencapai sasaran. Sebab itu terima
kasih yang setulus-tulusnya ingin kami sampaikan kepada.

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Se-
latan, beserta Bappeda Tingkat I dan Tingkat II,

2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
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Kebudayaan beserta Kabag Perencanaan dan Kasubbag
MPRP.

3. Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak
Dekan Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat,

4. Bapak Bupati/Walikotamadya Daeran Tingkat II di Kali-
mantan Selatan beserta jajarannya sampai ke desa,

5. Bapak Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Ko-
tamadya di Kalimantan Selatan beserta Kasi dan Penilik
Kebudayaannya dan

6. Para informan dn perorangan lainnya.

yang telah membantu memberikan berbagai kemudahan sehing-
ga penginventarisasian dan pendokumentasian dapat dilaksana-
kan sebagaimana mestinya. Terima kasih dan penghargaan se-
cara khusus kami sampaikan kepada ketua-ketua dan anggota-
anggota tim penulis aspek sejarah daerah, adat-istiadat daerah,
permainan anak-anak daerah, arsitektur tradisional daerah, dan
geografi budaya daerah yang sudan bekerja keras untuk men-
capai sasaran Proyek IDKD Kalimantan Selatan tahun 1981/
1982. Hanya dengan kerja keras, kerjasama dan bantuan ber-
bagai pihaklah pelaksanaan Proyek IDKD Kalimantan Selatan
dapat berjalan lancar.

Mudah-mudahan apa yang kami hasilkan ini dapat meinberi-
Kan sumbangan bagi pelestarian kebudayaan nasional.

Banjarmasin, Pebruari 1982.

Pemimpin Proyek

DRS. YUSTAN AZIDDIN
NIP. 130078398
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Permasalahan

Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang telah dilaksanakan
Pemerintah dan rakyat Indonesia sejak tahun 1969 telah me-
masuki tahap ketiga. Pembangunan yang bersifat menyeluruh
tersebut mempunyai pengaruh luas bagi kehidupan bangsa
Indonesia.

Naskah yang berjudul Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah
Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan ini, berusaha meng-
uraikan sampai seberapa jauh pengaruh yang dimaksud telah
menjangkau masyarakat pedesaan dan akibatnya bagi kehidupan
warga desa tersebut. Melihat luasnya permasalahan tersebut,
maka di samping menguraikan masalah-masalah umum yang
berhubungan dangan pedesaan, tulisan ini akan menitikberat-
kan uraiannya pada masalah tentang Pengaruh Pelita di bidang
pemerintahan desa. Hal-hal pokok yang akan diuraikan dalam
naskah ini meliputi struktur pemerintahan desa, cara pemilih-
an pimpinan dan aparat pemerintahan desa, kedudukan dan
peranan pemimpin masyarakat desa non-pemerintah, dan ke-
adaan oraganisasi politik serta non-politik.



Perlu dikemukakan bahwa naskah ini akan menguraikan
masalah-masalah dimaksud dimulai ‘dari peristiwa sebelum
Pelita. Bahwa desa sebelum Pelita merupakan gambaran desa
pada masa demokrasi terpimpin.

Persaingan pengaruh dalam politik dan dalam lapangan
sosial, mengakibatkan pembangunan belum dapat berjalan
lancar, apa lagi pada waktu itu pembangunan belum diprogram-
kan. Sementara itu dalam lapangan pemerintahan desa, persaing-
an politik tersebut melibatkan pemerintahan desa dalam kancah
permainan politik yang mengakibatkan kesatuan masyarakat
desa menjadi pecah dan berkotak-kotak serta bersaing.

Selanjutnya memasuki masa Pelita di Indonesia, desa
sebagai wilayah yang mempunyai nilai potensial mendapat
perhatian utama dari Pemerintah Orde Baru. Kalau daerah
perkotaan merupakan pusat kegiatan perdagangan industri,
pedesaan merupakan tempat kegiatan pertanian, perkebunan,
perikanan dan industri kecil seperti kerajinan tangan.

Untuk pengelolaan potensi yang terdapat di desa tersebut
selanjutnya perlu pula pembangunan bidang pemerintahan
desa. Sehubungan dengan itu  pemerintah masing-masing
provinsi mengeluarkan suarat keputusan tentang cara pemilihan
kepala desa, tugas-tugas dan kewajiban seorang kepala Desa,
tunjangan pamong desa, dan lain-lain. Untuk mengetahui ting-
kat perkembangan masing-masing desa, dibuat ketentuan-
ketentuan untuk menentukan klasifikasi desa, sehingga desa-
desa yang memenuhi persyaratan Kklasifikasi desa swasembada,
desa swakarya, dan desa swadaya dapat diinventarisasi.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan bidang pemerintah-
an desa untuk intensifikasi dan lancarnya roda pemerintahan
desa-desa tersebut, diadakan pemekaran desa. Dengan ditetap-
kannya Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1979, struktur
pemerintahan yang lama disempurnakan sesuai dengan keper-
luan penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa. Di samping
itu sebagai perwujudan Pancasila dalam pemerintahan desa
dibentuk Lembaga Musyawarah Desa (LSD) sebagai wadah
penyalur pendapat masyarakat desa. !

2



Diuraikan pula tentang cara pemilihan kepala desa sesuai
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 serta pelaksana-
annya yang telah diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Dalam
hal ini dikemukakan peranan Lembaga Musyawarah Desa
(LMD) sebagai badan yang berwenang mengusulkan calon
kepala desa.

Hasil-hasil yang diperoleh dalam kegiatan pembangunan
desa meliputi uraian tentang pemekaran desa, lembaga-lembaga/
bangunan Kkantor kepala desa dan sarana lainnya, struktur
pemerintahan desa serta peranan kepala desa selaku penggerak
pembangunan di pedesaan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pemerintahan
desa tersebut dikemukakan pula faktor-faktor penghambat
seperti sikap dan pandangan masyarakat tradisional, prosedure
pemilihan kepala desa yang berlangsung di Kalimantan Selatan,
kehidupan individu dan kurangnya kemampuan serta peralatan
dalam menyelenggarakan administrasi desa. Di samping faktor-
faktor penunjang seperti masuknya teknologi ke desa, kepemim-
pinan kepala desa, partisipasi masyarakat dan adanya organisasi-
organisasi sosial maupun tidak adanya ogranisasi politik di
tingkat desa.

Hasil-hasil pembangunan yang sudah berlangsung tersebut
khususnya di bidang pemerintahan desa sudah nampak antara
lain dalam bentuk adanya struktur pemerintahan desa, cara
pemilihan dan peranan aparat pemerintahan desa, kedudukan
- dan peranan pemimpin masyarakat non-pemerintah dan organi-
sasi sosial/non-politik di tingkat desa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dengan struktur
yang disusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan,
setiap permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan
masyarakat desa ada yang menanganinya, sehingga kepala desa
sebagai pimpinan dan pengendali semua kegiatan pembangunan
desa mempunyai data yang terperinci. Di samping itu kepala
desa tidak akan menangani semua permasalahan seorang diri.
Cara dan persyaratan yang berhubungan dengan pemilihan



kepala desa yang diterapkan pun dapat mencegah jabatan kepala
desa tersebut jatuh kepada orang-orang yang sekedar mempu-
nyai ambisi tinggi. Dengan menjalankan persyaratan dan cara
pemilihan tersebut seorang kepala desa yang terpilih benar-
benar telah diseleksi dari segi moral, dedikasi, dan kemampuan-
nya.

Mengenai kedudukan para pemimpin masyarakat desa yang
di daerah Kalimantan Selatan dikenal dengan istilah ’tetuha
masyarakat”,? dan sejak dahulu mempunyai peranan yang
besar di masyarakat, kelanjutan partisipasi mereka sangat
menentukan keberhasilan segala program pembangunan yang
ada di desa. Sikap dan petuah para tetuha masyarakat yang
berorientasi kepada semua sektor pembangunan di desa merupa-
kan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di
desa. ’

Adanya perubahan atau peleburan baik organisasi politik
maupun non-politik yang ada di Indonesia, mempunyai penga-
ruh tersendiri di desa. Adanya penyederhanaan jumlah organi-
sasi politik, mempunyai pengaruh positif bagi masyarakat
desa yang umumnya tidak mengerti seluk-beluk politik. Kalau
dahulu terjadi pengkotakan-pengkotakan yang sama dengan
banyaknya partai politik yang ada di Indonesia ini, selanjutnya
yang banyak berkembang di masyarakat desa adalah orga-
nisasi-organisasi yang bersifat non-politik.

Penulisan Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah terhadap
kehidupan masyarakat pedesaan di Kalimantan selatan, selain
bermaksud untuk mengungkapkan kejadian-kejadian atau hal-
hal sehubungan dengan kegiatan Pelita yang terjadi di Kaliman-
tan Selatan, juga merupakan data kesejarahan yang diperlukan
untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan dalam kebudaya-
an, pendidikan, dan kepentingan masyarakat.

1.2 Tujuan Penulisan

Di samping itu penulisan ini dimaksudkan pula sebagai
langkah awal penulisan sejarah pelaksanaan Pelita di mana akan
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diinventarisasi data-data kesejarahan yang diharapkan dapat
memberikan sumbangan terhadap usaha penulisan sejarah yang
bersifat konte:nporer maupun untuk penulisan Sejarah Nasional
di kemudian hari.

1.3 Pertanggungjawaban Penulisan Naskah

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penulisan naskah ten-
tang Sejarah Pengaruh Pelita Di Daerah terhadap Kehidupan
Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Selatan ini, maka Tim Pe-
nulis Aspek Sejarah Daerah menetapkan tiga kabupaten/kota-
madya sebagai daerah penelitian, yakni:

(a) Kotamadya Banjarmasin, sebagai ibukota Provinsi Kali-
mantan Selatan,

(b) Kabupaten Tanah Laut, daerah pesisir yang banyak men-
dapat pengaruh kehidupan laut, dan

(¢c) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, daerah pedalaman di mana
pertanian dan perkebunan imerupakan penghidupan utama
penduduknya.

Tim penulis dalam pertimbangannya juga menetapkan
masing-masing daerah tingkat dua sekurang-kurangnya ada
tiga desa yang dijadikan objek penelitian dalam rangka pe-
nyusunan naskah ini. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil
dalam imenetapkan desa-desa tersebut selain dapat mewakili
ketentuan-ketentuan khusus seperti klasifikasi yang telah di-
tetapkan, juga diambil desa lainnya yang dinilai sebagai desa
yang mempunyai ciri-ciri penghidupan atau permasalahan yang
berbeda dengan lainnya. Karena di daerah-daerah tingkat dua
yang ditetapkan sebagai daerah penelitian tersebut ternyata
hanya pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdapat
desa berklasifikasi swadaya, maka pada daerah tingkat dua lain-
nya yang hanya terdapat desa-desa berklasifikasi swasembada
dan swakarya, penetapan desa penelitian tersebut berdasarkan
kekhususan-kekhususan tertentu seperti letak/lokasi desa
bersangkutan atau tentang penghidupan penduduknya.



Sehubungan dengan hal-hal di atas tim menetapkan 10 desa
yang dijadikan penelitian tersebut, yakni:

a. Desa-desa sampel di Kotamadya Banjarmasin
1) Desa Pekapuran Laut (klasifikasi desa swasembada)
2) Desa Sungai Baru (klasifikasi desa swasembada)
3) Desa Pengambangan (klasifikasi desa swasembada)
4) Desa Alalak Utara (klasifikasi desa swakarya)

b. Desa-desa sampel di Kabupaten Tanah Laut
1) Desa Pebahanan (klasifikasi desa swasembada)
2) Desa Tabanio (klasifikasi desa swakarya)
3) Desa Takisung (klasifikasi desa swakarya)

c. Desa-desa sampel di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
1) Desa Mahang Karang Jawa (klasifikasi desa swasembada)
2) Desa Perumahan (klasifikasi desa swakarya)
3) Desa Paya Besar (klasifikasi desa swadaya).

Dalam penyusunan naskah ini tim selalu berpedoman pada
TOR (Term Of Reference) dan petunjuk pelaksanaan yang telah
ditetapkan oleh pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumen-
tasi Kebudayaan Daerah di pusat. Dalam kegiatannya tim selalu
berusaha menyesuaikan penyusunan naskah ini dengan ketentu-
an-ketentuan di atas sejauh data yang ada dan peristiwa yang
terjadi berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan tim di
desa-desa sample tersebut. Adapun sistematika penulisan naskah
ini tim membaginya menjadi lima bab.

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang rumusan per-
masalahan, tujuan penulisan dan pertanggungjawaban penulisan
naskah.

Bab II Keadaan Desa Sebelum Pelita, menguraikan tentang
keadaan lingkungan alam dan penduduk, keadaan pendidikan,
struktur pemerintahan desa, cara pemilihan dan peranan pe-
mimpin pemerintahan desa, kedudukan dan peranan pemimpin
masyarakat non-pemerintah, keadaan organisasi politik dan non-
politik, keadaan perekonomian masyarakat desa dan keadaan
sosial budaya.



Bab III tentang Pelaksanaan Pelita di Daerah dalam Bidang
Pemerintahan Desa, menguraikan landasan-landasan pelaksana-
annya, pelaksanaan Pelita di daerah di bidang pemerintahan
desa, hasil-hasil yang diperoleh serta faktor-faktor penghambat
dan penunjang pelaksanaan Pelita.

Bab IV Pengaruh Pelita di Daerah dalam Bidang Pemerintah-
an Desa, menguraikan tentang pengaruh pada struktur pemerin-
tahan, pengaruh cara pemilihan dan peranan pemimpin masya-
rakat non-pemerintah, serta pengaruh keadaan organisasi politik
dan non-politik

Bab V Kesimpulan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan
dan penutup uraian naskah. Pada bagian tulisan ini dilampirkan
nama-nama responden dan beberapa peta desa yang dijadikan
sample dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah:

(a) Metode perpustakaan, yakni menampilkan bahan-bahan
tertulis dari buku-buku yang ada

(b) Metode angket, yakni pengisian daftar isian yang disampai-
kan kepada para kepala desa/aparat desa yang menjadi

sample penelitian

(c) Metode wawancara, yang dilakukan baik kepada para kepala
desa maupun aparat desa lainnya

Beberapa masalah yang dapat dikeinukakan dalam kegiatan
penelitian ini adalah:

(1) Umumnya Kantor Kepala Desa yang ada di Kalimantan
Selatan tidak memiliki arsip-arsip. Hal ini di samping belum
terselenggaranya administrasi pada kantor-kantor kepala
desa tersebut, juga kebiasaan apabila terjadi penggantian
kepala desa atau adanya pemekaran desa, masalah timbang-
terima arsip-arsip belum begitu diperhatikan.?

(2) Sebagian besar dari desa-desa di Kalimantan Selatan tidak
ada yang berstatus sebagai desa induk setelah adanya pe-
mekaran desa. Sebuah desa yang dimekarkan menjadi dua,



kepala desanya yang- baru umumnya selain menempatkan
kantornya sama-sama pada lokasi baru, juga sama-sama
mengambil nama desa yang baru, sementara data arsip ter-
dahulu tidak ditimbangterimakan kepada para pejabat ke-
pala desa yang baru.*

Dalam hal tersebut di atas tim dalam menetapkan desa yang
dijadikan sample penelitian mengambil pertimbangan-pertim-
bangan sebagai berikut:

(a) Untuk mendapatkan data-data sebelum Pelita, tim melaku-
kan wawancara terhadap tokoh masyarakat atau orang yang
pernah menjabat sebagai kepala desa di desa tersebut.

(b) Dalam hal menetapkan desa induk sebagai akibat pemekaran
yang kepala desanya berganti, diambil desa yang mem-
punyai nama semula atau yang kantor kepala desanya me-
nempati tempat asal.

Akhimya dapat dikemukakan bahwa apa yang telah dilaku-
kan oleh tim dalam rangka penyusunan Sejarah Pengaruh Pelita
di Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Kali-
mantan Selatan ini, merupakan hasil kegiatan kerja maksimal
dalam segala keterbatasan dan kekurangan-kekurangan sesuai
dengan kondisi dan kemampuan tim yang ada sampai saat ini.



BAB 1II
KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

2.1 Lingkungan dan Penduduk

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang luasnya ku-
rang-lebih 40.387 km2'. Dibandingkan dengan provinsi lain di
Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang paling
sempit, tetapi penduduknya terpadat.

Di pantai timur yang termasuk wilayah Kabupaten Kota-
baru bermuara sungai-sungai yang mengalirkan airnya ke laut
Jawa. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Kintap, Sungai
Satui, Sungai Pegatan, dan Sungai Buai. Sungai yang terbesar di
pantai selatan adalah Sungai Barito. Di muara sungai-sungai ini
terdapat rawa—rawa dengan aneka ragam tumbuh-tumbulian
rawa di selingi dengan kebun karet rakyat dan kelapa seperti
terlihat pada Pantai Kintap, Takisung, dan Tabanio.

Sepanjang Sungai Barito ke arah udik beserta anak-anak
cabang sungainya terdapat perkampungan penduduk dengan
persawahan pasang-surutnya. Orang-orang Banjar pada umum-
nya mengadakan perkampungan di sepanjang sungai, karena
sungai berfungsi sebagai prasarana hubungan yang penting sejak
dahulu sampai sekarang.




Prasarana hubungan air ini sangat ramai, terutama antara
Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Maraba-
han ibu kota Kabupaten Barito Kuala, ke Negara Kabupaten
Hulu Sungai Selatan bahkan sampai ke Tanjung ibu kota Kabu-
paten Tabalong meskipun antara Banjarmasin sampai ke Tan-
jung sudah ada prasarana hubungan darat. Sampai akhir abad
ke-19 hubungan sungai ini memegang peranan penting, sebab
hubungan darat belum ada dan baru permulaan abad ke-20
yaitu antara Banjarmasin ke Tanjung yang dikerjakan oleh Pe-
merintah Belanda. Begitu pula antara Banjarmasin ke daerah
Provinsi Kalimantan Tengah seperti Banjarmasin, Kuala Kapuas,
Banjarmasin — Buntok Muara Tewe, Banjarmasin — Sampit.
Prasarana hubungan sungai dan laut sangat penting sekali sebab
prasarana hubungan darat sampai sekarang umumnya tidak ada,
kecuali antara Banjarmasin — Ampah.

Kalau kita memperhatikan ke wilayah Kalimantan Selatan,
bagian tengah terdapat dataran tinggi dan Pegunungan Maratus
yang membujur dari utara ke selatan.

Sejak abad ke-20 prasarana hubungan darat dapat dikatakan
menggantikan prasarana hubungan air terutama antara Banjar-
masin ke Hulu Sungai, yaitu antara Banjarmasin ke Rantau —
Kandangan — Barabai — Amuntai dan Tanjung, bahkan sekarang
hubungan darat tersebut sampai ke wilayah Propivinsi Kaliman-
tan Timur yaitu Samarinda (kurang-lebiah 500 km). Dengan ter-
sedianya prasarana hubungan darat tersebut kemudian memun-
culkan perkampungan baru di sekitarnya. Namun demikian pra-
sarana hubungan air pun tetap memegang peranan.

Daerah hulu sungai tidak semuanya berupa pegunungan,
tetapi juga berupa dataran rendah dan rawa-rawa, bahkan di
antaranya berupa danau seperti Alabio dan Amuntai yang kaya
akan ikan. Daerah rawa dan danau selain merupakan sumber
ikan juga dimanfaatkan oleh penduduk berternak itik Alabio
yang terkenal, sehingga di daerah ini ada pasar khusus untuk
berdagang telur itik dalam jumlah ribuan.

Kalimantan Selatan mengenal dua pergantian musim, yaitu
musim penghujan dan mutim kemarau. Musim kemarau berlang-
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sung antara bulan April sampai November dengan temperatur
mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan musim penghujan
berlangsung antara bulan November sampai April dengan tem-
peratur rata-rata 26 derajat Celcius.

Sungai Martapura yang membelah Kota Banjarmasin menja-
di dua adalah anak Sungai Barito. Di hulu Sungai Martapura
terdapat Sungai Riam Kanan dan Riam Kiwa. Di hulu Sungai
Riam Kanan sekarang terdapat pembangkit tenaga listrik yang
disebut PLTA Ir. Pangeran Mohammad Noor. Pembangkit
tenaga listrik ini menerangi seluruh wilayah Kota Banjar-
masin, Banjarbaru, dan Martapura yang dibangun sebelum
Pelita I.

Penduduk Kalimantan Selatan terdiri atas berbagai suku
bangsa dengan adat-istiadat dan tradisi yang berbeda-beda.
Di antara suku bangsa yang terbesar adalah suku bangsa Banjar
yang beragama Islam. Islam merupakan agama yang dianut oleh
sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan.

Suku bangsa Banjar dikenal dengan dua kelompok yang jelas
tampak perbedaannya terutama dari segi dialek bahasa yang
dipakai, yaitu suku bangsa Banjar Kuala dan suku bangsa Banjar
Hulu. Suku bangsa Banjar Kuala mendiami daerah-daerah kuala
Sungai Barito dengan dialek bahasa yang lembut, sedangkan su-
ku bangsa Banjar Hulu mendiami daerah dataran tinggi dan
daerah kaki Pegunungan Meratus dengan dialek bahasa yang
agak kasar.

Selain suku bangsa Banjar yang terbesar terdapat juga
beberapa suku bangsa lain seperti suku bangsa Dayak Ngaju,
Manyan, Dusun, dan Bukit, sedangkan di daerah Kabupaten
Kotabaru terdapat suku bangsa Bajau, Mandar, Bugis dan
orang laut (suku bangsa laut).

Kecuali bangsa Dayak Ngaju, di Kalimantan Selatan dikenal
pula suku bangsa Bakumpai. Mereka menggunakan bahasa
tersendiri yang berbeda dengan bahasa Banjar dan mendiami
daerah Kabupaten Barito Kuala. Mereka telah beragama Islam
sejak abad ke-16, karena itu sebagai kategori umum dikenal
pula sebagai suku bangsa Banjar.
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Suku bangsa Dayak Manyan mendiami daerah pegunungan
dari Amuntai sampai Tanjung. Mereka itu sebagian beragama
Islam dan sebagian lagi masih tetap mempunyai kepercayaan
kaharingan. Mereka mempunyai bahasa tersendiri yaitu bahasa
Manyan.2 Selain itu terdapat pula suku Dusun mendiami daerah
yang berdekatan dengan Maanyan.

Penduduk pedalaman yang tinggal di daerah Pegunungan
Meratus seperti daerah Kabupaten Banjar, Tapin. Hulu Sungai
Selatan dan Tengah dikenal dengan sebutan Orang Bukit. Mere-
ka mempunyai bahasa yang banyak persamaannya dengan ba-
hasa Banjar. Umumnya mereka menganut kepercayaan kahari-
ngan, kecuali di Labuhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan
Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebagian meme-
luk agama Kristen.

Penduduk Kabupaten Kotabaru lebih beraneka ragam.
Selain suku bangsa Banjar, terdapat pula suku bangsa Bajau
yang mempunyai tradisi bertempat tinggal di laut dengan per-
kampungannya yang dikenal dengan rampa. Mereka memeluk
agama Islam. Suku bangsa Bajau ini datang dan bertempat ting-
gal di Kotabaru sejak abad ke-16 dan 17 sebagai kelompok
bajak laut dari Mindanao. Suku bangsa Bugis mendiami daerah
Pegatan dan sekitarnya. Barangkali mereka menempati daerah
ini sudah ratusan tahun yang lalu. Dalam cerita sejarah, mereka
telah mendirikan kerajaan Bugis di daerah Pegatan. Cengal
Sampanahan. Di samping itu terdapat juga suku bangsa Mandar
yang berasal dari Sulawesi. Mereka juga telah menghuni daerah
ini sejak ratusan tahun yang lalu. Suku bangsa Mandar adalah
pelaut seperti suku bangsa Bajau dan suku bangsa Bugis. Kalau
suku bangsa Bajau bertempat tinggal di laut, maka orang Man-
dar bertempat tinggal di darat atau pegunungan. Selain itu ter-
dapat lagi suku bangsa asli yang disebut Orang Laut atau Suku
Latu yang sekarang tinggal di daerah pedalaman Pulau Laut.?

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penelitian, Kalimantan

Selatan telah ditetapkan tiga kabupaten sebagai daerah sample,
yaitu Kotamadya Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



dan Kabupaten Tanah Luat. Ketiga kabupaten ini dianggap
dapat mewakili daerah Kalimantan Selatan.

.Kotamadya Banjarmasih sebagai ibukota provinsi adalah
kotamadya yang sebagian besar desa-desanya terletak di tepi-
Sungai Martapura dan Sungai Barito yang sebagian besar pendu-
duknya terdapat di daerah aliran sungai ataupun handel-handel.
Luas wilayah Kotamadya Banjarmasin adalah 71,587 km*. Dae-
rahnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjar, kecuali di
sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
Sebagian besar dari wilayah ini merupakan perumahan rakyat,
kompleks pertokoan dan perkantoran serta bangunan-bangunan
lainnya. Transportasi di samping melalui jalan darat, juga masih
banyak yang menggunakan sungai dengan sarana perahu,
perahu motor, kelotok, dan becak air. Penduduk Kotamadya
Banjarmasin berjumlah 305.347 jiwa. Umumnya terdiri atas
suku bangsa Banjar. Di samping itu terdapat juga suku bangsa
Jawa, Cina, Bugis, Madura, dan lain-lain. Mata pencaharian pen-
duduk umumnya berdagang, pekerja buruh, pegawai negeri,
dan bertani.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kabupaten yang
seluruh desanya terletak di dataran rendah ke arah pedalaman.
Penduduk umumnya tidak menggunakan sungai sebagai prasara-
na hubungan lalu-lintas. Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini
luasnya 1.472 kmZ2. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan
Kabupaten Hulu Sungai Utara, di selatan dengan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, dan di timur dengan Kabupaten Kotabaru.
Sebagian besar dari daerah ini merupakan tanah pertanian dan
perkebunan rakyat. Sistem pertanian masih merupakan pertani-
‘an tradisional dengan sawah tadah hujan yang dikerjakan
sekali dalam setahun. Ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah
adalah Barabai, kurang-lebih 175 km dari Banjarmasin. Pendu-
duk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berjumlah 201.553 jiwa,
sebagian adalah suku bangsa Banjar, sedangkan di daerah-daerah
pegunungan berdiam suku bangsa Dayak Bukit. Adapun Kabu-
paten Tanah Laut adalah kabupaten yang sebagian desanya
terletak di tepi laut dengan sumber mata pencahariannya di
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laut. Kabupaten Tanah Laut terletak di ujung selatan. Kecuali
di bagian utara, daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Ban-
jar dan di sebelah timur laut dengan Kabupaten Kotabaru,
sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan Laut Jawa.
Luasnya 3.941 kmZ2. Tanahnya terdiri atas dataran rendah,
dataran -tinggi, dan pegunungan. Penduduknya berjumlah
85.147 jiwa. Umumnya terdiri atas suku bangsa Banjar sedang-
kan pada lokasi-lokasi transmigrasi terdapat suku bangsa Jawa
dan Bali. Mata pencaharian penduduk pada umumnya bertani,
berkebun, menangkap ikan, dan berdagang.

Desa-desa yang dipilih sebagai sampel adalah desa-desa yang
sejak sebelum tahun 1950 telah ada. Maksudnya adalah agar
dapat dilihat perkembangan desa itu selanjutnya.

Untuk Kotamadya Banjarmasin telah dipilih Desa Sungai
Baru dan Pekapuran Laut sebagai desa dalam kota, sedangkan
Desa Pengambangan dan Alalak Utara adalah desa yang sumber
perekonomian penduduknya bertani dan hidup di tepi sungai,
sedangkan Kabupaten Tanah Laut dipilih desa dalam kota sebu-
ah yaitu Desa Pabahanan dan dua desa ditepi laut yang peng-
hidupannya bergantung pada laut, yaitu Takisung dan Tabanio.
Adapun Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipilih desa yang ter-
maju sekarang dan yang kurang maju yaitu Desa Mahang Karang
Jawa. Dua desa lainnya yang kurang berkembang yaitu Desa
Paya Besar dan Perumahan.

Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut adalah desa-desa
yang dipakai sebagai sampel sebelum terjadi pemekaran. Desa
ini terletak di jantung Kota Banjarmasin dengan demikian gam-
baran tentang desa ini adalah sampel untuk Kota Banjarmasin
sendiri. Keadaan lingkungan yang penuh sesak dengan perumah-
an penduduk yang tidak tersusun adalah gambaran tentang pe-
rumahan penduduk yang tak terencana. Penduduk dengan se-
enaknya membangun rumah, terutama yang dibangun pada
sekitar permulaan tahun 1950-an. Hampir sebagian besar tanpa
izin pemerintah setempat bahkan ada pula yang dibangun di
atas tanah pemerintah tanpa izin penggunaan tanah. Desa-desa
ini terletak di tepi Sungai Baru sebagai cabang Sungai Marta-
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pura. Peranan sungai bagi penduduk sekitarnya sangat penting,
yaitu sebagai tempat mandi dan cuci. Airnya dipakai selain
untuk mandi dan cuci juga sebagai air minum. Di sepanjang
sungai ini terdapat jamban umum untuk buang air. Di samping
itu sungai juga menjadi prasarana lalu-lintas pedagang-pedagang
sayur-sayuran, buah-buahan, kayu bakar bahkan aneka rempah-
rempah untuk keperluan dapur. Volume air sungai ini meng-
ikuti pasang-surut air laut, sehingga pada perempatan bulan
Qomariah antara bulan Qamariah tanggal 6 sampai 9 dan
antara tanggal 21 sampai 24 airnya meluap, apa lagi kalau tang-
gal tersebut pada waktu musim penghujan, airnya lebih besar
lagi. Kalau musim kemarau kebetulan panjang, maka air sungai
menjadi asin, sehingga Kota Banjarmasin yang terletak di tepi
sungai kesulitan air untuk minum. Di sini peranan pedagang air
tawar menjadi besar dalam memperdagangkan air tawar dengan
perahu-perahunya yang disebut jukung. Dengan memperguna-
kan drum penuh air tawar mereka menjual air tawar kepada
penduduk Kota Banjarmasin umumnya dan Sungai Baru khusus-
nya.

* Sungai ini penuh dengan rumah-rumah penduduk yang di-
kenal sebagai rumah lanting”. Rumah tersebut dibangun di
atas batang kayu besar. Untuk sebuah rumah, biasanya cukup
dengan dua batang kayu sebagai pondasi untuk tegaknya rumah
terapung ini. Kalau air naik atau dikenal sebagai pasang dalam,
rumah ini ikut naik. dan kalau air surut, rumah tersebut ikut
turun pula mengikuti turunnya air sungai. Rumah lanting ini
selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai
toko barang-barang kelontong, toko untuk keperluan dapur.
dan lain-lain, sehingga seperti pasar di atas air. Fungsi sungai se-
~ perti ini berlangsung sampai tahun 1960-an.

Tanah kosong dapat dikatakan hampir tidak ada lagi, ter-
gurus oleh munculnya perumahan penduduk, sehingga untuk
membangun SD Inpres saja lokasinya sudah tidak ada lagi.
Karena itu Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut sampai se-
karang tidak mempunyai SD apa lagi SLP baik negeri maupun
swasta.
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Dua desa lainnya dalam Kotamadya Banjarmasin mempu-
nyai gambaran yang berbeda dengan apa yang telah dilukiskan
di atas, yaitu Desa Pangambangan dan Desa Alalak Utara. Kedua
desa ini adalah desa tertua yang ada sebelum kemerdekaan.
Desa Pangambangan dan Desa Alalak Utara terletak di tepi
sungai dan memang begitulah gambaran desa-desa di Kota-
madya Banjarmasin. '

Desa Pangambangan yang jaraknya dengan Kota Banjar-
masin hampir 5% km mempunyai kekhususan tersendiri. Sesuai
dengan namanya, desa ini berasal dari kata kambang yang ber-
arti kembang. Desa ini mempunyai sumber penghasilan utama
dari berjenis-jenis kembang yang dipasarkan setiap hari di Kota
Banjarmasin seperti kembang melati, cempaka, mawar merah,
dan jenis-jenis bunga lainnya. Menurut cerita orang-orang tua,
kembang yang ditanam di desa itu dimulai sejak zaman Kerajaan
Banjar. Raja-raja Banjar sangat senang mandi-mandi dengan
air kembang, karena itu raja memerintahkan kepada penduduk
di sekitar desa yang sekarang menjadi Desa Pangambangan
untuk menanam berjenis-jenis kembang. Ternyata tradisi itu
berlangsung sampai sekarang.

Menurut keterangan kepala Desa Pangambangan, seorang
pemilik kebun kembang memiliki berjenis-jenis kembang dan
lebih dari 200 pohon kembang. Penghasilannya mencapai
Rp 2.000,00 setiap hari. Merangkai kembang adalah pekerjaan
wanita dan anak-anak perempuan, sedangkan kaum laki-laki
bertugas memelihara agar kebun kembang tersebut tetap terpeli-
hara dengan baik. Pekerjaan utama kaum lelaki ialah mengerja-
kan sawah dan menangkap ikan.4 Penduduk Desa Pangambang-
an terdiri atas suku bangsa Banjar Kuala dan suku bangsa lain
yang datang dari Hulu Sungai serta dari Jawa. Umumnya pen-
duduk-terdiri atas petani dan nelayan sungai.

Desa Alalak Utara adalah desa di tepi Sungai Barito yang
terjauh letaknya dari Kota Banjarmasin (lebih dari 15 km),
tetapi dengan dibukanya jalan dan perkampungan baru Kayu-
tangi menyebabkan Desa Alalak Utara tersebut menjadi lebih
dekat (sekitar 9 km). Desa ini termasuk yang terjarang pendu-
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duknya, kira-kira 3 orang/kmz. Sebagian besar tanahnya berupa
rawa yang banyak menghasilkan ikan. Desa ini mempunyai
kekhususan pula yaitu mempunyai kebun jeruk yang terbesar
dan dapat dikatakan hanya desa inilah yang menghasilkan jeruk.
Persawahan umumnya terletak di desa lain dan dapat dikatakan
hampir tidak terdapat persawahan di desa ini, meskipun pendu-
duk desa umumnya petani.

Seperti desa lainnya dalam Kotamadya Banjarmasin, di
Desa Alalak Utara inipun sungai memegang peranan penting
sebagai prasarana hubungan lalu-lintas yang menghubungkan
daerah Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala. Kapal-
kapal besar maupun kecil melewati sungai ini. Penduduknya
adalah suku Banjar Kuala dan mayoritas beragama Islam, bah-
kan agama lain selain Islam tidak terdapat di desa ini. Demikian-
lah gambaran Desa Sampel di Kotamadya Banjarmasin. Berikut
ini akan kita uraikan gambaran Desa Sampel di Kabupaten
Tanah Laut.

Desa Tabanio dan Takisung yang diambil sebagai sampel
dari Kabupaten Tanah Laut merupakan gambaran desa di
tepi laut. Kedua desa menghadap ke Laut Jawa sedangkan di
belakangnya adalah daerah pegunungan dan dataran rendah.
Meskipun kedua desa ini dekat sungai yaitu Sungai Tabanio
yang mempunyai hulu dari Pegunungan Ratus (bagian dari
Pegunungan Meratus), melintasi Kota Pelajhari ibu kota Kabu-
paten Tanah Laut dan bermuara di Desa Tabanio, dengan aliran
airnya ke Laut Jawa, namun sungai ini tidak memegang peranan
penting lagi sekarang. Dahulu sewaktu zaman Penembahan Mar-
hum penduduk diperintahkan berkebun lada, sehingga dalam
abad ke-16 dan 17 Banjarmasin merupakan penghasil lada ter-
besar dan menjadi sumber devisa Kerajaan Banjar. Sungai
Tabanio memegang peranan penting bagi pengangkutan hasil
lada dari daerah perkebunan lada. Lada tersebut melalui Sungai
Tabanio diangkut ke Banjarmasin. Itulah sebabnya VOC mem-
buat benteng di muara sungai ini untuk menjaga monopoli
pembelian lada. Bekas-bekas benteng itu masih ada sampai
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sekarang. Setelah prasarana hubungan darat dibuat oleh Belan-
da, Sungai Tabanio tidak berfungsi lagi.

Angin laut yang kencang yang selalu bertiup ke arah kedua
desa ini menyebabkan penduduknya menjadi pelaut dalam
pengertian usaha mereka bergantung pada laut. Laut sebagai
sumber penghidupan mereka. Mereka melaut untuk menangkap
ikan, tetapi tidak mengembara seperti pelaut suku bangsa Madu-
ra, Bugis, dan lain-lain. Umumnya mereka tidak banyak mening-
galkan kampung halaman mereka. Kedua kampung ini juga me-
miliki daerah persawahan, sehingga di samping sebagai nelayan
juga sebagai petani. Kebun-kebun kelapa dan sekarang cengkih
hampir setiap penduduk memilikinya.

~ Sebagai pelaut, pendapatan penduduk Tambino ternyata le-
bih maju dari Takisung. Hal ini terlihat dari rumah-rumah mere-
ka. Namun demikian dalam hal pembuatan kapal nelayan, ter-
nyata Takisung adalah tempatnya. Penduduk dari kedua desa
ini adalah suku bangsa Banjar dan mayoritas beragama Islam.

Desa Sampel ketiga dalam Kabupaten Tanah Laut adalah
Desa Pabahanan yaitu desa yang terdapat dalam Kota Pelaihari.
Desa ini terletak di dataran tinggi. Penduduknya lebih banyak
mengusahakan kebun dan persawahan. Desa Pemuda yang di-
bina oleh KNPI termasuk dalam Desa Pabahanan ini.

Peternakan kerbau dan sapi merupakan peternakan rakyat
di Kabupaten Tanah Laut. Peternakan ini terdapat di Tabanio,
Takisung, dan Pabahanan serta di desa-desa lain dalam Kabupa-
ten Tanah Laut. Cara peternakan adalah peternakan tradisional.
Kerbau atau sapi yang diternak dibiarkan begitu saja di dalam
hutan. Ternak ini diambil bila akan dijual atau disembelih.

Tiga desa lain di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
adalah gambaran desa di daerah dataran tinggi dan umumnya
tidak menggunakan sungai sebagai sarana hubungan lalu-lintas.
Ketiga desa itu ialah Mahang Karang Jawa, Paya Besar, dan Pe-
rumahan. Desa-desa ini adalah desa pertanian yang merupakan
sumber mata pencaharian penduduk. Paya Besar dan Perumahan
mempunyai daerah rawa yang kaya akan ikan. '
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Pertanian yang diusahakan belum mengenal pengairan, de-
ngan demikian sawah yang dikerjakan hanya mengharapkan
turunnya hujan (sawah tadah hujan). Kebun-kebun mereka
ditanami berjenis-jenis tanaman, antara lain kelapa, buah-buah-
an seperti rambutan, langsat, durian, dan lain-lain. '

Desa Perumahan dan Paya Besar adalah desa yang terpencil
yang jaraknya hampir 15 km dari Kota Kabupaten, Berabai.

Tabel 1 JUMLAH DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK
KALIMANTAN SELATAN SEBELUM PELITA
(1961 - 1968)

No. Kabupaten/Kotamadya Tahun Tahun Kenaikan
1961 1968 selama
7 tahun %
Kotamadya Banjarmasin 214.096 252.288 13%
2. Kabupaten Banjar dan
Tanah Laut 310.562 363.147 17% *)
3. Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dan Tapin 236.877 277.434 15% *)
4. Kabupaten Hulu Sungai
Tengah 183.523 215.189 12%
5. Kabupaten Barito Kuala 88.837 103.259 16 %
Kabupaten Hulu Sungai
Utara dan Tabalong 322.439 378.074 17% *)
T Kabupaten Kotabaru 116.821 137.526 17 % **)

**) Sumber . Kalimantan Selatan 1963 -- 1968 yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

*) Kabupaten-kabupaten itu pada tahun 1965 kemudian terpisah, menjadi .
(a) Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut, (b) Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dan Kabupaten Tapin, dan (c) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabu-
paten Tabalong.
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Sejak tahun 1965, Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi
10 kabupaten. Kenaikan rata-rata penduduk Kalimantan Selatan
selama tujuh tahun lebih dari 13% atau 2% lebih setiap tahun-
nya.

2.2 Pendidikan

Untuk mengetahui keadaan pendidikan dari desa sampel da-
pat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2 KEADAAN PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

Nama Tidak Tidak  Tamat Tamat Tamat Akad/
Desa Sekolah  Tamat SD SLP SLA  Univ.
.SD

Sungai Baru 20% 17% 30% 20% 11% 2%
Pekapuran Laut 25% 15% 5% 15% 7% 3%
Pangambangan 25% 21% 30 15% 7% 2%
Alalak Utara 20% 40 % 25% 8% 7% -
Tabanio 23 % 47 % 20% 7% 3% -
Takisung 20% 15 % 5% 15% 7% 3%
Pabahanan 20% 17% 302 20% 11% 2%
Mahang Karang Jawa 20% 17 % 307 20% 11% 2%
Perumahan 18% 58% 2% 2% - -
Paya Besar 25% 49 % 12% 14% - -

Data ini diperoleh dari daftar isian yang telah disusun kemu-
dian diisi oleh kepala desa sesuai dengan keadaan desanya
masing-masing. Kolom akademi/universitas maksudnya adalah
pendidikan yang dianggap sederajat dengan universitas. Perlu
diingat dalam hal ini bahwa dalam tahun 1920 pemuda Kali-
mantan Selatan yang telah atau pernah belajar di Universitas
Al-Azhar Kairo atau di beberapa lembaga pendidikan di Mekah
dan Madinah sudah banyak.
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Menurut kepala- desa yang bersangkutan, bahwa data sebe-
lum Pelita yaitu sebelum tahun 1969 dapat dikatakan hampir
tidak ada, karena itu kepala desa dengan membandingkan data
tahun 1980 dapat memperkirakan keadaan pendidikan pada
tahun sebelum tahun 1969. Dengan demikian meskipun kita
tidak dapat mencek validitas dari data ini, namun dapat dipakai
sebagai petunjuk keadaan sebelum Pelita, dengan asumsi bahwa
kepala desa dapat mengingat ataupun mengetahui keadaan pen-
duduk dari desanya.

Tabel 3 KEADAAN SEKOLAH NEGERI/SWASTA®

No. Nama TK SD Mdr Mdr SMP SMP SLA SLA Mdr.
Desa Ibt. Tsn Swt Neg Swt Swt Aliyah

Sungai Baru
Pekapuran Laut —
Pangambangan 1
Alalak Utara -
Tabanio - 1
1
1

[ ]
[ I S

|

|

|

!

|

|

Takisung —
Pabahanan 1

Mahang Karang
Jawa 1 1

9. Perumahan - 1 - - = - s - -
10. Paya Besar

R s

—
|

|

|

|

|

[
—
—

[

|

|

|

|

|

Keterangan .

Mdr lbt = Madrasah Ibtidaiyah
Mdr Tsn = Madrasah Tsanawiyah
SMP Swt = SMP swasta

SLA Swt = SLA swasta

Mdr Aliyah = Madrasah Aliyah
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Dengan memperhatikan tabel 2 dan 3, yaitu tentangg keadaan
penduduk menurut pendidikan dan keadaan sekolah negeri/
swasta, dapat diketahui perkembangan pendidikan di desa yang
menjadi sampel penelitian.

Dari seluruh desa terdapat hampir 20% jumlah penduduk
yang tidak pernah bersekolah. Di desa Sungai Baru dan Peka-
puran Laut mencapai jumlah 25%. Hal ini terjadi karena pada
umumnya penduduk selalu berpindah dari desa ke kota untuk
mencari pekerjaan atau terdapat pula beberapa suku bangsa
perantau, yang umumnya berasal dari Madura atau Nusa Teng-
gara. Bagi desa terpencil, hal ini wajar, karena jauh dari tempat
pendidikan. Di samping itu, susahnya memperoleh penghidupan
yang layak menyebabkan orang lebih cenderung untuk mencari
nafkah dari pada bersekolah.

Penduduk yang tamat tingkat akademi pada umumnya sedi-
kit sekali. Dua desa yang tidak dijumpai tamatan SLA-nya ada-
lah Desa Perumahan dan Paya Besar. Setelah diadakan wawan-
cara dengan kepala desa masing-masing, diperoleh penjelasan
bahwa hal itu bukan berarti bahwa dari desa tersebut tidak ada
yang bersekolah lanjutan atas, tetapi umumnya anak warga
desa yang telah menamatkan SLA kemudian menetap di kota
besar yang dianggap cukup menyediakan lapangan pekerjaan.
Karena itu tidak mengherankan apabila beberapa jabatan pen-
ting di kabupaten dan provinsi yang dipegang oleh
penduduk yang dilahirkan dan dibesarkan di desa-desa ter-
sebut sedikit sekali.

Dalam tabel 3 terlihat jumlah sekolah dalam desa baik se-
kolah negeri maupun swasta yang diurus oleh desa itu sendiri.
Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa Desa Sungai Baru dan Pe-
kapuran Laut tidak memiliki Sekolah Dasar Negeri, pada hal
kedua desa itu terletak di tengah Kota Banjarmasin. Hal ini me-
nurut kepala desanya, disebabkan di desa itu tidak ada tanah
kosong untuk membangun sekolah. Meskipun demikian ada
beberapa sekolah dasar negeri di desa tetangga, sehingga pen-
duduk desa tidak mengalami kesukaran untuk menyekolahkan
anak mereka.
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Pendidikan tingkat TK hanya terdapat di desa dalam kota,
seperti Sungai Baru, Pekapuran Laut, Pabahanan, terkecuali di
Mahang Karang Jawa. Keistimewaannya ialah bahwa desa-desa
di luar kota selain memiliki sekolah dasar negeri, juga membina
madrasah ibtidaiyah ataupun madrasah tsanawiyah yang dibina
oleh masyarakat desa itu. Di beberapa desa di Kalimantan Selat-
an, madrasah-madrasah itu tetap berkembang, meskipun banyak
di antaranya yang terpaksa menutup karena tidak mampu me-
ngelolanya.

Di desa yang terpencil seperti di Tabanio yang merupakan
desa di ujung karena tidak ada lagi desa sesudah desa itu, memi-
liki sebuah Madrasah Ibtidaiyah yang berdiri sejak sebelum
perang kemerdekaan dan tetap hidup sampai sekarang. Madra-
sah itu dikelola oleh masyarakat setempat untuk anak-anak
mereka yang mengutamakan mata pelajaran agama Islam.

Masyarakat Kalimantan yang fanatik dengan ajaran Islam-
nya mempunyai anggapan bahwa anak mereka juga harus memi-
liki pengetahuan agama sebagai bekal mereka, di samping ilmu.
Karena itu di beberapa desa yang terdapat sekolah dasar negeri
tetapi tidak mempunyai madrasah tersendiri, anak-anak sekolah
dasar itu mereka didik pula di waktu sore dengan pelajaran aga-
ma, terutama yang bersifat praktis seperti praktek shalat, thaha-
rah, membaca Al-Qur’an dan lain-lain.

Di Desa Paya Besar terdapat sebuah Madrasah Ibtidaiyah,
sedangkan di Desa Alalak Utara memiliki dua buah Madrasah
Ibtidaiyah yang dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri.

2.3 Struktur Pemerintahan

Untuk dapat mengetahui pemerintahan desa, kita harus me-
lihat dahulu gambaran tentang keadaan pemerintahan Propinsi
Kalimantan Selatan sebelum pelaksanaan Pelita I dimulai.
Sampai | Mei 1963 di Kalimantan Selatan berlaku “’keadaan
darurat” sehingga pemerintahan dipegang dalam tanggung
jawab aparat militer yang waktu itu dijabat oleh Brigjen H.
Abuyazid Busthomi. Setelah 1 Mei 1963, pemerintahan sipil
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kembali dijalankan dan pemerintahan diserahkan kepada
gubernur kepala daerah Provinsi Kalimatan Selatan.

Penyerahan tugas-tugas pemerintahan pusat dalam bidang
pemerintahan umum kepada pemerintah daerah baru direali-
sasikan pada bulan Mei 1964. Sebagai alat pemerintah, pemerin-
tah daerah melaksanakan otonomi daerah dan bertanggung
jawab pada DPRD, meskipun lembaga ini tidak dapat menjatuh-
kan kepala daerah. Badan Pemerintahan Daerah terdiri atas :
(a) Kepala Daerah, (b) Badan Pemerintah Harian, dan (c) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. '

Sebagai gubernur kepala daerah Kalimantan Selatan sejak
berlakunya kembali pemerintahan sipil ialah Kolonel H. Aberani
Sulaiman yang dicalonkan oleh DPRD Tingkat I Kalimantan
Selatan dan menjalankan tugasnya sejak tahun 1963 sampai
tahun 1968. Sejak tahun 1964, yaitu saat pemerintah pusat
menyerahkan wewenang pemerintahan kepada Pemerintah
Daerah Kalimantan Selatan, struktur pemerintahan keweda-
naan dihapuskan, sehingga tidak ada lagi jabatan wedana sebagai
kepala kewedanaan. '

Peristiwa G 30s/PKI di Kalimantan Selatan tidak sempat
mengakibatkan korban berkat kesiapsiagaan pemerintah.
Waktu jabatan gubernur masih dipegang oleh Kolonel H. Abe-
rani Sulaiman, sedangkan panglima Kodam X, dipegang Kolonel
Amir Mahmud (kemudian menteri dalam negeri). Mereka
bahu-membahu segera mengadakan tindakan karena sudah
menyakini bahwa kudeta tersebut didalangi oleh PKI. Setelah
peristiwa ini pemerintah daerah mengadakan penyempurnaan
dalam lapangan pemerintahan dengan menghapuskan unsur-
unsur Nasakomisasi.

Badan Pemerintah Harian sebagai badan pemerintah yang
menjalankan pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-
masing yang terdiri atas :

(a) H.M. Imansyah, BPH bidang Urusan Pendidikan dan Kersa,
(b) H. Abdurrasyid Nasar, BPH bidang Urusan Pemerintahan,
(c) Said Hasyim BA, BPH Bidang Urusan Ekonomi,
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(d) Ir. H.M. Said, BPH Urusan Pembangunan,
(e) A. Hamidhan, BPH Bidang Urusan Keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan
Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai anggota sebanyak
40 orang, terdiri atas parti-partai politik 20 orang dan Golong-
an Karya 20 orang. Partai-partai politik terdiri atas . NU seba-
nyak 13 kursi, PNI sebanyak 1 kursi, PSII sebanyak 1 kursi,
IPKI sebanyak 2 kursi, Perkindo sebanyak 1 kursi, Katholik
sebanyak 1 kursi, Perti sebanyak 1 kursi. Adapun Golongan
Karya terdiri atas : Alim Ulama sebanyak 2 kursi, Hansip se-
banyak 1 kursi, Cendikiawan sebanyak 2 kursi, pemuda seba-
nyak 2 kursi, petani sebanyak 2 kursi, wartawan sebanyak 1
kursi, Angkatan Darat sebanyak 1 kursi, Angkatan Kepolisian
sebanyak 1 kursi, buruh sebanyak 1 kursi,wanita sebanyak 1
kursi, veteran sebanyak 1 kursi, pengusaha nasional sebanyak
1 kursi, SKDN sebanyak 1 kursi, pendidik sebanyak 1 kursi,
dan Angkatan 45 sebanyak | kursi.

Pimpinan DPRD yang merupakan pimpinan lembaga legisla-
tif di daerah saat itu terdiri atas : H. Abdulganie Majedi dari
NU sebagai ketua, Gt. A. Sugian Noor dari PNI sebagai wakil
ketua I, dan Saderi dari Golkar SKDN sebagai wakil ketua IIL

Demikianlah gambaran tentang pemerintahan dan organi-
sasi sosial dan politik yang hidup di Kalimantan Selatan. Dengan
gambaran tersebut kita akan dapat mengetahui keadaan desa
di Kalimantan Selatan.

Di Kalimantan Selatan tidak dikenal struktur pemerintahan
desa seperti desa seperti di Jawa. Kesatuan masyarakat hukum
batas-batas daerahnya tertentu dan mempunyai unit pemerin-
tahan terendah langsung di bawah wilayah kecamatan yang
disebut kampung dan dipimpin oleh seorang kepala kampung.
Kampung merupakan bentuk pemerintahan terkecil sejak
pemerintahan Kerajaan Banjar yang dipimpin oleh seorang
pembekal, dengan demikian perkembangan, struktur pemerin-
tahan desa di Kalimantan Selatan, masih mengikuti struktur
pemerintahan Kerajaan Banjar struktur pemerintahan tersebut
adalah sebagai berikut :



Raja

Kiai Adipati
Lelawang Lelawang Lelawang
Lurah Lurah Lurah Lurah Lurah
Pembekal Pembekal

Pangerak Pangerak Pangerak

Kiai Adipati- menguasai tingkat provinsi dan membawahi
beberapa lelawang. Lelawang menguasai daerah tingkat kabu-
paten dan membawahi beberapa lurah. Lurah adalah penguasa
tingkat kecamatan yang membawahi beberapa pembekal,
sedangkan aparat pembekal adalah pengerak, kepala padang,
kepala hutan, dan lain-lain. Setelah Belanda mengambil alih
pemerintahan Kerajaan Banjar, struktur ini tetap dipergunakan
dengan beberapa perubahan dalam nama pejabat atau pangkat
dalam wilayah yang dikuasainya.

Pada masa pemerintahan Belanda, jabatan tertinggi untuk
seorang bumiputera hanyalah pangkat kiai besar. Jabatan ini
setingkat dengan bupati di Jawa, sedangkan jabatan lain yang
lebih tinggi dipegang oleh orang Belanda sendiri.
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Struktur pemerintahan pada masa penjajahan Belanda
itu adalah sebagai berikut :

Gubernur
Residen
Asisten Residen
Kiai Besar
Kiai Kiai
Asisten Kiai Asisten Kiai

Pembekal Pembekal Pembekal

Pengerak Pengerak

Kiai besar menguasai daerah setingkat dengan kabupaten
atau kalau di Jawa disebut bupati. Setingkat di bawahnya
adalah kiai yang menguasai setingkat kewedanaan kalau di
Jawa, dan di Jawa dikenal sebagai wedana. Setingkat di bawah
kiai adalah asisten kiai yang menguasai setingkat kecamatan,
yang di Jawa disebut camat. Jabatan lurah pada masa Kerajaan
Banjar yang setingkat dengan asisten kiai ini dihapuskan. Di
bawah asisten kiai adalah pembekal dengan aparat pemerintahan
kampungnya.

Berdasarkan perkembangan sejarah pemerintahan sejak
zaman Kerajaan Banjar sampai pemerintahan kolonial Belanda,
di Kalimantan Selatan mengenal pembekal sebagai jabatan
terendah dari suatu kesatuan hukum terendah di bawah keca-
matan.

Istilah kepala kampung sebagai kepala pemerintahan kam-
pung ini secara resmi baru tahun 1971 setelah gubernur kepala
daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan surat kepu-

27



tusan tertanggal 13 Maret 1971, Nomor 3/A-1-118-102/71.
Sedangkan penggunaan istilah desa sebagai pengganti istilah
kampung secara resmi setelah gubernur kepala daerah Provinsi
Kalimantan Selatan mengeluarkan surat keputusan tertanggal
5 November 1979, Nomor 677/Pem.?

Dengan demikian masalah yang kita bicarakan di sini ialah
penggunaan istilah kampung dengan kepala kampungnya yang
disebut pembekal. Pembekal sebagai kepala kampung adalah
sesepuh kampung yang memimpin kegiatan dalam segala hal di
kampung dan tertanggung jawab atas segala kegiatan di kam-
pungnya. Dari kekuasaan pembekal sebagai kepala pemerintah-
an unit terkecil yang mempunyai kesatuan hukum yang teren-
dah di bawah wilayah kecamatan, jelaslah bahwa kampung di
Kalimantan Selatan bukanlah bagian dari desa seperti di Jawa,
tetapi sama dengan desa di Jawa. Tiap kampung belum tentu
hanya terdapat satu RT, ada kalanya lebih, disesuaikan dengan
jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat tanah bengkok
sebagai lahan yang hasilnya untuk kepala desa seperti di Jawa.
Seluruh aparat kampung mulai dari kepala kampung, pengerak,
kepala hutan, dan lain-lain adalah pekerjaan sosial yang sama
sekali tidak memperoleh imbalan meskipun besar tanggung
jawabnya Aparat pemerintah kampung di Kalimantan Selatan
secara hirarkhi adalah : pembekal, wakil pembekal, juru tulis,
pengerak, kepala padang, kepala hutan, dan kepala handil/
sungai/tatah. Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut .

- Pembekal

Wakil Pembekal

m tulis

Pangerak Pangerak Pangerak
Kep. Padang-Kep. Hutan—Kep. Handil/Sungai/Tatah
|
Masyarakat
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Wakil kepala kampung atau lebih umum disebut wakil
pembekal adalah orang yang membantu pembekal dalam
menggerakkan masyarakat di kampungnya dan mewakili pem-
bekal kalau pembekal berhalangan.

Pangerak adalah kepala lingkungan atau kepala anak kam- -
pung dan merupakan pembantu pembekal. Mereka dipilih atas
dasar musyawarah dari lingkungan anak kampung masing-
masing. Kalau wakil pembekal berhalangan, pengerak yang ter-
tua mewakili atau sebagai pejabat wakil pembekal. Jabatan
dalam rukun tetangga (RT) baru dikenal pada tahun 1967
setelah gubernur kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan
mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan Kkepe-
ngurusan RT pada bulan September 1967, Nomor 1-3-113-578.
Sejak itu jabatan pengerak dihapuskan dan diganti dengan RT
dengan peraturan tersendiri. Rukun Tetangga dibentuk atas
dasar perhitungan jumlah rumah penduduk, sedangkan pengerak
mengepalai anak kampung, karena itu satu pengerak mungkin
dapat dipecah menjadi dua atau tiga RT sesuai dengan besar
kecilnya jumlah rumah penduduk.

Juru tulis adalah orang yang diserahi jabatan untuk tugas
administrasi kampung seperti surat-menyurat, kearsipan, dan
pekerjaan lain yang berhubungan dengan ketatausahaan kam-
pung. Di Jawa dikenal dengan jabatan Carik atau sekretaris
desa.

Kepala padang, adalah jabatan di bawah lingkungan pangerak
yang mengetahui semua padang di wilayahnya, menguasai
padang, dan mengatur kemanfaatan padang tersebut. Kepala
padang mengatur penggunaan lahan rawa pada musim kemarau
panjang. Pada musim kemarau panjang,rawa menjadi kering
dimanfaatkan oleh penduduk untuk menanam padi yaitu
padi yang ditanam pada musim kemarau, dan berbuah pada
musim penghujan, karena itu untuk memanen padi surung
harus dilakukan dengan perahu, sebab air menggenangi seluruh
rawa tersebut.

Kepala padang juga mengatur pembagian pembuatan sumur
ikan atau disebut juga biji, yaitu sumur yang digali pada musim
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kemarau dengan bentuk memanjang seperti sungai. Sumur
ikan atau biji ini dibiarkan penuh tergenang pada musim peng-
hujan. Pada musim penghujan sumur-sumur itu tidak tampak
karena tertutup air hingga permukaannya. Setelah kemarau
panjang air surut atau menjadi kering dan ikan-ikan terkumpul
di dalam sumur tersebut. Kecuali itu, kepala padang
juga mengatur pembagian hutan purun, yaitu tanaman sejenis
rumput-rumputan ' untuk membuat tikar, bakul, kampil, dan
lain-lain.

Kepala hutan menguasai hutan, mengetahui pemilik hutan,
dan hutan-hutan yang tidak bertuan. Kebun-kebun hutan-
hutan dimanfaatkan oleh warga kampung dan kepala hutanlah
yang berperanan mengaturnya.

. Kepala handil/sungai/tatah menguasai sungai baik sungai
buatan yang disebut handil, atau selokan maupun cabang
sungai besar untuk tempat lalu ikan yang disebut tatah.

2.4 Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa

Untuk memilih pembekal ada beberapa kriteria yang umum
berlaku ialah bahwa seorang calon pembekal harus mempunyai
beberapa kelebihan dibandingkan dengan warga lainnya. Kele-
bihan itu mungkin karena pandai, bijaksana, mempunyai peng-
hidupan yang lebih baik. Di samping beberapa kelebihan itu
calon pembekal harus penduduk dari desa itu sendiri serta
sudah berkeluarga. Dahulu pembekal itu harus pemberani.
Dalam Perang Banjar (1859-1865) hal ini mudah diketahui,
sebab warga desa yang ikut berperang ialah sebagian besar
mempunyai jabatan pembekal, selain itu pembekal adalah
aparat kerajaan.

Pembekal dipilih berdasarkan Peraturan Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 29 Agustus 1959, Nomor
18 DD/B-II-2 yaitu peraturan tentang pemilihan, pemberhenti-
an, dan perwakilan kepala-kepala desa di Kalimantan Selatan.
Meskipun peraturan ini kemudian mengalami beberapa kali
perubahan, tetapi inti cara pemilihan tidak banyak berbeda.
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Pembekal dicalonkan oleh warga kampung itu sendiri.
Tiap-tiap anak kampung biasanya mengajukan calon masing-
masing bahkan tidak jarang terjadi dari sebuah anak kampung
muncul beberapa calon, tetapi karena beberapa hal calon-
calon yang muncul dari tiap anak kampung itu kemudian meng-
undurkan diri. Mereka sudah merasa akan kalah dalam pemu-
ngutan suara, tetapi ada pula yang mengundurkan diri karena
merasa segan atau sungkan dengan calon yang lebih baik.

Pada awal tahun 1965 yaitu pada saat PKI menyusup
ke desa-desa, masalah calon ini menjadi lebih hangat lagi,
karena PKI selalu berusaha mengadudomba dan menimbulkan
ketegangan dalam masyarakat. Faktor politik juga ikut ber-
main di desa-desa, sesuai dengan perkembangan politik yang
ada pada saat itu. Kalau pada suatu desa terdapat dua partai
politik yang bersaing seperti Partai NU dan PNI seperti yang
terlihat dalam tabel tentang organisasi politik dan non-politik
seperti terlihat pada Desa Sungai Baru, Pekapuran Laut, dan
Pengambangan, maka setiap kali ada pergantian pembekal,
pasti akan menjadi hangat.

Calon yang mendapat dukungan masyarakat disampaikan
ke panitia pemilihan yang diketuai oleh camat. Panitia pemi-
lihan setelah mempelajari persyaratan calon secara administra-
si, kemudian menetapkan hari pemilihan pembekal. Seluruh
warga desa diundang untuk memilih, yaitu warga desa yang
telah dewasa atau yang sudah berkeluarga.

Seperti yang pernah terjadi di Pekapuran Laut, pada waktu
desa itu belum mengalami pemekaran yaitu Desa Sungai Baru,
jumlah calon ada sembilan orang. Semua calon duduk di kursi
menghadapi kotak serta cendera atau tandanya masing-masing,
misalnya merah, hijau, kuning dan lain-lain.'® Pemilih meng-
ambil warna yang sesuai dengan kode calon yang dipilihnya.
Penjumlahan suara mengakhiri pemilihan itu, dengan suara
terbanyak akan ditetapkan sebagai calon yang akan menjadi
pembekal.

_ Di beberapa desa lain di Kalimantan Selatan, cara pemilih-
an seperti ini hampir jarang terjadi, karena beberapa calon
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telah mengundurkan diri sebelum terjadi pemilihan . Hal ini
untuk menghindari rasa ketidaksenangan calon yang merasa
disaingi. Meskipun demikian, prosedur pencalonan pembekal
dengan cara pemilihan seperti ini tetap berlaku sebelum pe-
merintahan Orde Baru.

Seperti telah diuraikan maka di bawah pembekal sebagai
kepala kampung adalah sesepuh dalam kampungnya, menjalan-
kan pemerintahan dan bertanggung jawab atas segala hal yang
bersangkutan dengan desa mereka. Karena itu peranan aparat
pemerintahan desa sangat penting sekali. Maju-mundurnya
sebuah desa banyak tergantung dari kepala desa. Kepala desa
yang berwibawa pasti banyak program yang dapat dilaksanakan,
sedangkan kepala desa yang kurang berwibawa menyebabkan
desa itu tidak banyak berkembang.

Dari hasil pengamatan kami, beberapa desa yang menjadi
sampel penelitian kurang berkembang dan hal itu memang
karena kurang banyak inisiatif dari kepala desanya, seperti
Desa Perumahan, dan Paya Besar di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah. Dibandingkan dengan Desa Mahang Karang Jawa sangat
berbeda sekali, sebab desa ini melakukan banyak kegiatan ter-
utama dalam bidang pengembangan produksi pertanian, seperti
membuat beberapa saluran pengairan, mengadakan percobaan
dalam berbagai jenis bibit baru untuk padi, dan lain-lain.

Begitu pentingnya peranan pembekal sehingga partai-
partai politik memperebutkan kedudukan ini, untuk dapat
menguntungkan golongannya, mengingat pembekal merupakan
tokoh masyarakat yang langsung berhadapan dengan rakyat.

Di samping bertanggung jawab atas kesejahteraan desanya,
pembekal juga menjadi simbol ke luar. Pembekal mewakili
desanya dalam segala kegiatan di luar desa terutama di ke-
camatan. Berhubungan dengan kesejahteraan desa adalah
kegiatan seperti perbaikan jalan desa, pembuatan jalan desa,
perbaikan saluran air untuk pengairan sawah, pemilikan atas
tatah atau saluran untuk menangkap ikan, perbaikan jembatan,
pembibitan padi unggul, pembagian sawah-sawah baru, ladang-
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ladang, dan lain-lain. Kesemuanya atas inisiatif pembekal untuk
mengkoordinasinya. Dalam bidang agama, pembekal dapat
menggiatkan pengajian-pengajian atau mengkoordinasi rukun
kematian di desanya.

Dalam hal pengembangan kesenian, peranan pembekal
sebagai kepala desa besar sekali. Dia dapat menggerakkan jenis-
jenis kesenian<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>